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Abstract

When implementing Environmental Impact Analysis (EIA) in the electricity sector,
environmental management does not pay attention to the principles of sustainable
development goals, namely social, economic and ecological. This leads to threats to
sustainability when companies lose their image and remain on the path through the concept of
profit. This raises concerns about environmental and social issues with political and economic
factors, according to public perception. The purpose of this study is to investigate the
implementation of EIA through sustainable development and to encourage efforts to
implement sustainable development by implementing EIA at PT. Indonesia Power Suralaya
Power Generation Unit (PGU) will create Cilegon City. This study uses a descriptive research
method with a qualitative approach that is analyzed using data analysis and SWOT analysis.
The findings of this study are that EIA is used to overcome negative effects and develop positive
effects that are the results and obligations of the PT. PGU industry, Cilegon City, trying to
maintain the sustainability of its environmental functions, preventing and overcoming
pollution and destruction. Implementing sustainable development at PT. PGU is good, but still
needs to be improved, but with harmony and proper support from the government (good
governance).

Keywords: Image, EIA, good governance

Abstrak

Saat menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) di sektor listrik,
manajemen lingkungan tidak memperhatikan prinsip -prinsip tujuan pembangunan
berkelanjutan, yaitu sosial, ekonomi dan ekologis. Ini mengarah pada ancaman terhadap
keberlanjutan ketika perusahaan kehilangan citra mereka dan tetap di jalan melalui konsep
laba. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang masalah lingkungan dan sosial dengan
faktor -faktor politik dan ekonomi, menurut persepsi masyarakat. Tujuan dari penelitian ini
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adalah untuk menyelidiki implementasi Amdal melalui pembangunan berkelanjutan dan
untuk mendorong upaya untuk mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan dengan
mengimplementasikan Amdal pada PT. Indonesia Power Suralaya Power Generation Unit
(PGU) akan menciptakan Kota Cilegon. Studi ini menggunakan metode penelitian deskriptif
dengan pendekatan kualitatif yang dianalisis menggunakan analisis data dan analisis SWOT.
Temuan dari penelitian ini adalah bahwa Amdal digunakan untuk mengatasi efek negatif dan
mengembangkan efek positif yang merupakan hasil dan wajib industri PT. PGU, Kota Cilegon,
berusaha mempertahankan keberlanjutan fungsi lingkungannya, mencegah dan mengatasi
polusi dan penghancuran. Menerapkan pembangunan berkelanjutan di PT. PGU itu baik, tetapi

masih perlu ditingkatkan, tetapi dengan harmoni dan dukungan yang tepat dari pemerintah
(good governance).

Kata kunci : Citra, Amdal, good governance
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PENDAHULUAN

Aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk usaha dan/atau kegiatan
pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dengan diterapkannya
prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses pelaksanaan
pembangunan, dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas
pembangunan tersebut dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga langkah
pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat disiapkan sedini
mungkin (Siregar & Utomo, 2019).

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan
Hidup pasal 1 ayat 11, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian
mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada
lingkungan hidup yang perlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggara
usaha dan/atau Kegiatan. Salah satu sektor industri yang perlu menjadi perhatian adalah
ketenagalistrikan, salah satunya adalah milih PT. Indonesia Power Suralaya di Kota Cilegon,
Provinsi Banten. Keberadaan entitas pada suatu lingkungan dapat menyebabkan penurunan
kualitas ekonomi, karena aktivitas - aktivitas operasional yang dijalankan berhubungan
dengan lingkungan sekitar. Isu eksternalitas negatif atau dis-ekonomi menunjukkan
keterbatasan paradigma Single “P” yaitu profit, hal ini mengakibatkan usaha yang mulanya
di bangun dengan dasar kepedulian pada keseluruhan paradigma keberjalanjutan,
kemudian hanya peduli pada satu sisi paradigma dengan mengabaikan paradigma lainnya
(ADB, 2020). Perusahaan biasanya akan cenderung mementingkan citra di masyarakat
dengan hanya fokus pada profit. Tetapi seiring berjalannya waktu, profit bukan satu -
satunya hal yang diperhatikan dalam menentukan kualitas perusahaan.

Dalam implementasi Amdal pada perusahaan-perusahaan masih banyak terdapat
pengelolaan lingkungan tidak memperhatikan prinsip-prinsip tujuan pembangunan
berkelanjutan yaitu sosial, ekonomi dan lingkungan. Hal ini akan mengakibatkan perusahaan
akan kehilangan citra dan keberlanjutannya terancam apabila tetap bertahan pada konsep
profit seiring dengan kesadaran masyarakat yang meningkat atas kepedulian terhadap
lingkungan dan sosial yang didalamnya terhadap unsur politik serta ekonomi.

Beberapa fenomena yang timbul atas kegiatan operasi perusahaan, membawa pada

upaya untuk mengurangi pengaruh negatif dan resiko pada tingkat yang mungkin terjadi
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serta mengelola resiko tersebut melalui mekanisme dan sistem hukum lingkungan yang
diwujudkan melalui AMDAL tersebut.. Sesuai dengan uraian latar belakang di atas, maka
perlu dilihat dari segi komunikasi lingkungan dan arah kebijakan good governance supaya
tercipta citra yang positif di mata masyarakat. Komunikasi Lingkungan Komunikasi
pembangunan telah berkembang sejalan dengan gerakan-gerakan lingkungan yang
menuntut adanya aspek keberlanjutan (Floor, 2004). Komunikasi lingkungan mulai muncul
di awal tahun 1960-an saat Rachel Carson mengemukakan bahaya pestisida terhadap
kesehatan manusia dan dampaknya terhadap lingkungan, sehingga kemunikasi lingkungan
selalu disejajarkan dan dikaitkan dengan komunikasi kesehatan (Willoughby & Smith,
2016). Burgess & Harrison (1998) berpendapat wacana mengenai lingkungan antara tahun
80 hingga 90an, berkembang dari yang semula tidak terlalu banyak dibahas menjadi aspek
yang diperhatikan dalam hal pengukuran keberlanjutannya.

Komunikasi lingkungan mencakup analisis komparatif dari proses sosial dan budaya
dimana di dalamnya publik dapat memahami masalah-masalah lingkungan global, dan
sejauh yang pemahaman tersebut diterjemahkan ke dalam perubahan praktek pada tingkat
individu dan rumah tangga. Aspek keberlanjutan tersebut didasarkan pada keyakinan
bahwa individu dan lembaga dapat dibujuk untuk menerima tanggung jawab terhadap
munculnya masalah lingkungan dan mengubah praktik sehari-hari mereka demi
meringankan dampak lingkungan di masa depan. Flor (2004) mendefinisikan komunikasi
lingkungan sebagai sebuah pengaplikasian pendekatan komunikasi, pinsip, strategi dan
teknik terhadap tata kelola dan perlindungan lingkungan.

Secara singkat komunikasi lingkungan merupakan pertukaran informasi lingkungan,
pengetahuan dan bahkan kearifan yang berujung pada saling pegertian (mutual
understanding) antara para pihak. Sementara Cox (2013) mendefinisikan komunikasi
lingkungan sebagai sebuah studi tentang cara kita berkomunikasi tentang lingkungan,
pengaruh dari komunikasi tersebut terhadap persepsi kita terhadap lingkungan, diri kita
sendiri dan hubungan kita dengan lingkungan. Komunikasi lingkungan merupakan wahana
atau alat pragmatis dan konstitusif untuk mempelajari dan mengerti tentang lingkungan
termasuk hubungan kita terhadap lingkungan.

Komunikasi lingkungan merupakan media simbolik yang digunakan untuk

mengkonstruksi masalah lingkungan dan untuk menegosiasikan respon masyarakat yang
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berbeda. Hubungan antara wacana, komunikasi dan pemangku kepentingan sebagaimana
dijelaskan oleh Cox (2013) yaitu: 1. Komunikasi yang dilakukan oleh manusia pada
prinsipnya merupakan aksi simbolis. Keyakinan, sikap dan perilaku kita ter hadap isu
lingkungan sepenuhnya dimedi asi oleh komunikasi. Dengan demikian ruang publik
kemudian muncul sebagai sebuah ruang diskursif untuk berkomu nikasi tentang lingkungan.

Kolaborasi merupakan bentuk komunikasi konstruktif dan terbuka dimana pihak yang
terlibat (partisipan) bekerja sama da lam penyelesaian masalah lingkungan dan resolusi
konflik. Kolaborasi diwujudkan dalam dialog yang fokus pada tujuan jangka panjang, proses
pembelajaran dan pembagian kekuasaan (power sharing). Dalam beberapa kasus, partisipan
akan berupaya untuk mencapai kesepahaman melalui konsensus sehingga diskusi dan
perdebatan tersebut tidak akan selesai hingga masing-masing pihak mengemukakan
sikapnya yang berbeda beda dan menemukan kesamaan. Pemangku kepentingan
(stakeholder) merupakan istilah kunci (key term) yang terkait erat dengan kolaborasi
dimana dalam hal ini masing-masing pihak yang ter libat dalam sebuah perselisihan
(dispute) memiliki kepentingan yang jelas (a stake) dalam pencapaian sebuah hasil
(outcome).

Sebuah kolaborasi yang sukses dimulai dengan duduknya para pemangku kepent ingan
yang terlibat dalam satu meja yang berarti bahwa para pemangku kepentingan bersedia
untuk berpartisipasi dalam upaya kolektif dalam menyelesaikan suatu per masalahan. Lie
dan Servaes menambahkan bahwa subdisiplin komunikasi lingkungan pada umumnya
didominasi oleh isu perubahan iklim, yang telah menjadi agenda utama pada beberapa tahun
terakhir ini. Berbeda dengan penyuluhan pertanian, komunikasi lingkungan, terutama
komunikasi perubahan iklim, lebih fokus pada pada keterlibatan dan opini publik serta
risiko dari perubahan iklim dimaksud.

Terkait dengan aspek pembangunan, dijelaskan bahwa masyarakat yang masuk dalam
golongan miskin merupakan pihak yang paling rentan dan paling merasakan dampak
lingkungan seperti perubahan iklim, kelangkaan sumber energi, hilangnya keanekaragaman
hayati, deforestasi, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan cuaca ekstrim.

Teori Pemangku Kepentingan Teori mengenai pemangku kepentingan secara
substansial telah berkembang sejak R. Edward Freeman menulis tentang konsep pemangku

kepentingan pada tahun 1984. Definisi klasik Freeman mengenai pemangku kepentingan
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yaitu kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pen capaian
tujuan organisasi (Friedman & Miles, 2006). Sedangkan perkembangan konsep pemangku
kepentingan dimaksud adalah meluasnya konsep pemangku kepentingan yang sebelumnya
secara ekslusif fokus pada strategi dan moralitas perusahaan menjadi terbuka bagi
masuknya berbagai jenis organisasi sebagai bagian dari pemangku kepentingan. Namun
demikian pendekatan yang berbeda dikemuka kan oleh Eden & Ackerman (1998 dalam Orr,
2014) yang menyatakan bahwa pemangku kepentingan adalah orang-orang atau kelompok
kelompok yang memilki kekuatan untuk merespon, bernegosiasi dan mengubah masa depan
strategis suatu organisasi. Oleh sebab itu, kelompok marjinal yang tidak memiliki sumber
daya untuk mempengaruhi suatu pembuatan keputusan tidak bisa dianggap sebagai bagian
dari pemangku kepentingan.

Orr menyatakan setidaknya ada tiga syarat utama suatu kelompok dapat
diidentifikasikan sebagai pemangku kepentingan atau tidak, yaitu jika kelompok ter sebut
memiliki (1) kekuatan untuk mempengaruhi; (2) legitimasi hubungan dengan perusahaan,
dan (3) urgensi terhadap tuntutan tuntutan dari pemangku kepentingan. Sejalan dengan
pendekatan pertama yang menempatkan pemangku kepentingan sebagai sesuatu yang
inklusif, pada umumnya tren dalam literatur konflik lingkungan menunjukkan adan ya upaya
untuk menerima sejumlah besar indi vidu dan organisasi sebagai bagian dari pemangku
kepentingan. Menurut pendekatan ini, kerjasama antar pemangku kepentingan dipan dang
sebagai sebuah pusat untuk menciptakan masyarakat yang berkelanjutan secara ekonomi
dan lingkungan. Orr secara khusus menghub ungkan teori pemangku kepentingan dengan
penyusunan kebijakan lingkungan.

Penyusunan kebijakan lingkungan merupakan sebuah tahapan yang kompleks dimana
pemerintah berkewajiban untuk mengambil keputusan keputusan yang dituangkan dalam

bentuk payung hukum.

METODE PENELITIAN

73



Journal of Scientific Communication
Volume 6, Issue 2, Oktober 2024

Penelitian menggunakan paradigma konstruktivis merujuk pada Creswell (2013:11)
dengan metode penelitian kualitatif deskriptif menggunakan pendekatan studi kasus untuk
mendeskripsikan atau mengkonstruksi wawancara-wawancara mendalam terhadap subjek
penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai komunikasi
lingkungan. Informan ditentukan dengan purposive sampling, merujuk pada buku (Afrizal,
2014:140-141) yang mengatakan langkah ini memberikan kriteria yang sudah ditentukan
yaitu Dinas Lingkungan hidup Provinsi Banten. Menggunakan teknik analisis data dari Miles
dan Huberman dalam Sugiyono (2017:134-135), yaitu melakukan redukasi data yaitu proses
pemilihan dan penyederhanaan data mentah yang didapatkan (Emzir, 2010: 129).
Selanjutnya pengajian data dan penarikan kesimpulan yang didalamnya berisi rangkuman

dari setiap pertanyaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menemukan bahwa DLH sudah melakukan berbagai upaya dalam komunikasi untuk
menjelaskan mengenai dampak lingkungan, namun pemerintah sendiri masih belum mampu
memberikan aturan dan sanksi tegas pada pada pelanggar yang mengakibatkan kerusakan
lingkungan di Kawasan. Peneliti menggunakan analisis SWOT, Analisis SWOT dapat
digunakan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Banten melalui
implementasi AMDAL. Analisis ini akan melibatkan pemasangan faktor-faktor internal dan
eksternal. Prinsip analisis ini mencakup evaluasi strength (S), weakness (W), opportunity (0O),
dan threats (T) (Rangkuti, 2017).

Adapun matriks dari analisis SWOT memberikan gambaran bagaimana analisis akan
dilakukan melalui pengelaborasian antaraS-0,S - T, W - O, dan W - T. S - O adalah strategi
yang disusun dengan menggambarkan kekuatan dan peluang sehingga strategi yang
digunakan adalah memaksimalkan semua kekuatan untuk merebut peluang, S - T adalah
strategi yang disusun dengan menggunakan semua kekuatan untuk dapat mengatasi
ancaman yang ada. W - O adalah strategi yang disusun dengan cara meminimalkan
kelemahan untuk kemudian memanfaatkan peluang yang ada. W - T adalah strategi yang
disusun dengan cara meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman yang ada.

Tabel. Matriks SWOT Pemasangan Faktor
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IFA / EFA Strength (S) Weakness (W)

Opportunities (0) | Strategi SO Strategi WO
Menciptakan strategi yang | Menciptakan strategi yang
menggunakan kekuatan meminimalkan kelemahan
untuk memanfaatkan untuk memanfaatkan
peluang peluang

Threats (T) Strategi ST Strategi WT
Menciptakan strategi yang | Menciptakan strategi yang
menggunakan kekuatan meminimalkan kelemahan
untuk mengatasi ancaman | dan menghindari ancaman

(Sumber: Gurel, 2017, telah diolah kembali)
HASIL DAN DISKUSI

Faktor internal khususnya faktor kekuatan yang memengaruhi rekomendasi upaya

implementasi pembangunan berkelanjutan menggunakan instrumen AMDAL pada PT.

Indonesia Power Suralaya adalah sebagai berikut:

e PT. Indonesia Power Suralaya adalah bagian dari PT. PLN (Persero) yang merupakan

Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sehingga terdapat dukungan baik secara teknis,

opersional, administratif, dan finansial dari negara;

¢ Indonesia memiliki sumber daya batu bara yang besar sebagai bahan baku sehingga

menjamin keberlanjutan usaha;

e Produk berupa energi listrik akan habis dikonsumsi sehingga memberikan pendapatan

yang tinggi;

e Harga bahan baku berupa batu bara yang terjangkau, sehingga perusahaan lebih

profitable dibandingkan dengan pembangkit listrik berbahan baku lainnya.

Masih dari faktor

rekomendasi upaya implementasi pembangunan berkelanjutan menggunakan instrumen

internal

khususnya faktor kelemahan yang memengaruhi

AMDAL pada PT. Indonesia Power Suralaya adalah sebagai berikut:
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e Menghasilkan emisi karbon yang mengancam perubahan iklim;

e Ketergantungan terhadap bahan baku batu bara yang merupakan energi tidak
terbarukan;

e Masih menggunakan teknologi yang diadopsi dari luar negeri dan belum dioptimalisasi;

e Tenaga kerja dalam negeri yang bersaing dengan tenaga kerja asing karena adopsi
teknologi yang diambil dari luar negeri.

Faktor eksternal khususnya faktor peluang yang memengaruhi rekomendasi upaya
implementasi pembangunan berkelanjutan menggunakan instrumen AMDAL pada PT.
Indonesia Power Suralaya adalah sebagai berikut:

e Kebijakan konversi dan transisi energi dari bahan bakar fosil menjadi EBT;

¢ Investasi terhadap EBT yang terus meningkat;

e Kampanye lingkungan yang semakin tinggi baik melalui konferensi internasional maupun
sosial media;

¢ Semakin tingginya minat masyarakat kepada produk ramah lingkungan.

Masih dari faktor eksternal khususnya faktor ancaman yang memengaruhi rekomendasi
upaya implementasi pembangunan berkelanjutan menggunakan instrumen AMDAL pada
PT. Indonesia Power Suralaya adalah sebagai berikut:

e Adanya kebijakan peningkatan produksi listrik nasional;

e Terdapat Power Purchase Agreement (PPA) terhadap Pembangkit Listrik Tenaga Uap
(PLTU) hingga tahun 2050.

e Semakin tingginya kebutuhan listrik nasional sehingga mendorong perusahaan untuk
menaikkan kapasitas dan mempengaruhi kenaikan emisi serta limbah;

e Persaingan bahan baku dengan negara - negara besar yang kembali menggunakan
pembangkit berbahan baku batu bara.

Pembobotan dan ranking dari masing - masing kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman

dilakukan untuk menilai skor kecenderungan penilaian analisis SWOT. Hasil dan

transformasi pada diagram kartesius dapat digunakan sebagai rekomendasi implementasi

pembangunan berkelanjutan melalui instrumen AMDAL. Berdasarkan diagram kartesius

analisis SWOT, didapatkan hasil bahwa strategi yang sesuai dengan kondisi eksternal dan
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internal menurut informan adalah untuk mendukung strategi pembenahan atau turn around
dengan menggunakan kelemahan dan peluang.
Tabel Matriks Rekomendasi W - O dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan

Melalui Implementasi AMDAL di PT. Indonesia Power Suralaya

Kelemahan/Weakness
W)

e Menghasilkan emisi
karbon yang mengancam
perubahan iklim;

e Ketergantungan terhadap Rekomendasi W - O
bahan baku batu bara

yang merupakan energi e Menerapkan kebijakan untuk
Faktor tidak terbarukan; mengurangi emisi karbon melalui transisi
Internal e Masih menggunakan energi terbarukan dengan kampanye
teknologi yang diadopsi perubahan iklim (climate change);

dari luar negeri dan belum | ¢ Meningkatkan investasi pada EBT dan
dioptimalisasi; mengurangi ketergantungan pada batu
e Tenaga kerja dalam negeri | bara, salah satunya dengan kebijakan
yang bersaing dengan bahan bakar campuran biomassa;
tenaga kerja asing karena | e Meningkatkan program kepedulian
adopsi teknologi yang lingkungan dan memaksimalkan

diambil dari luar negeri. pemakaian produk dalam negeri;

Peluang/Opportunity (0) | ¢ Menetapkan target TKDN 100% dan

¢ Kebijakan konversi dan meningkatkan partisipasi masyarakat
transisi energi dari bahan melalui kegiatan pro lingkungan.
Faktor bakar fosil menjadi EBT;

Eksternal e Investasi terhadap EBT
yang terus meningkat;
e Kampanye lingkungan

yang semakin tinggi baik
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melalui konferensi
internasional maupun
sosial media;

¢ Semakin tingginya minat
masyarakat kepada

produk ramah lingkungan.

(Sumber: Peneliti, 2023)

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka dibutuhkan suatu kebijakan publik yang
mampu membawahi dan mengintegrasikan pelaksanaan kegiatan operasional
ketenagalistrikan dengan menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Pemerintah saat ini sudah mencanangkan retirement (pemensiunan) batu bara bersamaan
dengan kebijakan direktur PLN yang melarang batu bara untuk menjadi andalan pembangkit
Indonesia di masa depan.

Hal ini kemudian menuntut, diperlukannya aturan yang jelas agar PT. Indonesia Power
Suralaya yang menjadi bagian dari perusahaan listrik dapat beradaptasi dan menyesuaikan
program yang sudah ada. Kebijakan yang disebut phase out tersebut nantinya akan
menggantikan PLTU batu bara dengan EBT secara keseluruhan di tahun 2050. Hal ini perlu
menjadi perhatian mengingat saat ini dominasi PLTU masih menjadi andalan pembangkit
listrik di Indonesia. Namun demikian, sebelum mengarah kesana, alangkah lebih baik apabila
dalam masa transisi, terdapat kebijakan yang lebih kuat mengatur terlaksananya
pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
(RUPTL) tahun 2021-2030 juga menyebutkan penyediaan tenaga listrik PLN hingga tahun
2029 masih akan didominasi oleh pembangkit bahan bakar fosil, terutama batu bara.
Kebijakan dari PLN terkait hal ini adalah PL hanya akan menggunakan boiler supercritical,
ultrasupercritical untuk PLTU batu bara yang akan dikembangkan. Berdasarkan peta jalan
yang direncanakan dan diproyeksikan oleh PLN selaku perusahaan listrik di Indonesia,
tahun 2021 hingga 2030 difokuskan pada pemanfaatan EBT secara signifikan. Optimisme ini
menunjukan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi yang dihasilkan dari pembangkit
listrik. Hal ini diharapkan dapat mengurangi tekanan pada lingkungan dan semakin

mempromosikan keberlanjutan.
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Meskipun demikian, ketercapaian yang belum optimal membutuhkan skenario ataupun
alternatif energi untuk mengatasi permasalahan yang muncul dari kebijakan energi nasional.
Sehingga target dan capaian yang sudah dicanangkan dan direncanakan dapat diminimalisir
kegagalannya. Kebijakan dari pemerintah juga perlu dilakukan evaluasi dan penetrasi
dengan perusahaan pembangkit listrik, khususnya pada perusahaan swasta yang tidak
bekerja secara langsung dibawah pemerintah.

PT. Indonesia Power Suralaya berada dibawah pengawasan langsung pemerintah, oleh
karenanya hasil capaian yang baik, meskipun perlu ditingkatkan, menjadi target yang
realistis dicapai. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan visi misi pemerintah dan
perusahaan pembangkit. Misalnya terkait dengan rencana pemensiunan PLTU batu bara
2050 dimana sosialisasi terkait arah PLTU setelah berhenti beroperasi belum jelas
kebijakannya. Analisis perusahaan energi berikut kebijakan yang menaunginya tidak hanya
ditinjau dari satu sisi perusahaan maupun pembuat kebijakan. Integrasi dan koordinasi
keduanya diperlukan untuk optimalisasi perencanaan pembangunan yang sudah dilakukan
dan dapat disepakati bersama dengan komitmen yang tegas. Analisis faktor internal dan
eksternal dalam SWOT yang dilakukan dalam penelitian ini, sedikit banyak akan
mempengaruhi keberlanjutan melalui implementasi AMDAL dengan poin utama pada
kebijakan, sosialisasi, dan teknologi. Kebijakan, utamanya akan menjadi landasan bersama
dan menjadi dasar acuan pembangunan dan pengembangan energi. Kebijakan menjadi
motor koordinasi antar kementerian dan lembaga (termasuk pemerintah daerah) untuk
menyatukan langkah bersama dalam program dan proyek energi dan pembangkitan listrik
menuju keberlanjutan.

KESIMPULAN

AMDAL telah digunakan untuk menanggulangi dampak negatif dan mengembangkan
dampak positif yang merupakan konsekuensi dan kewajiban PT. Indonesia Power Suralaya
untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi
pencemaran dan perusakan lingkungan. Implementasi pembangunan berkelanjutan di PT.
Indonesia Power Suralaya, meskipun telah baik namun masih tetap perlu ditingkatkan, hal
tersebut perlu diiringi dengan keselarasan dan dukungan pemerintah yang baik (good

governance).
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Dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui instrumen AMDAL dapat
digunakan strategi turn around dengan menggunakan kelemahan dan peluang dari analisis
SWOT. Ketercapaian yang belum optimal membutuhkan skenario ataupun alternatif energi
berkelanjutanuntuk mengatasi permasalahan yang muncul dari kebijakan energi nasional.
Sehingga target dan capaian yang sudah dicanangkan dan direncanakan dapat diminimalisir

kegagalannya.
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